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ANTARA
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DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
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Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam
melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertanda tangan di bawabh ini:

RONI DWI SUSANTO
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
Berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP),

DAN

EDY PUTRA IRAWADY
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
Berkedudukan di Batam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM),

Sepakat mengadakan kerja sama kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa, yang meliputi:
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

Peningkatan kapasitas regulasi, organisasi dan SDM di bidang pengadaan barang/jasa;

Pertukaran data dan informasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa;

Pemberian konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa;
Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan sewa Disaster Recovery Center (DRC) yang
dimiliki oleh BP BATAM.
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Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja
Sama antara pejabat yang ditunjuk di lingkungan kerja PARA PIHAK.
Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk
addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota
Kesepahaman ini.
Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Nota Kesepahaman ini di
tandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta, pada tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua Ribu
Sembilan Belas (08 - 08 - 2019).
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